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Penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi 
antara Hukum Pidana Islam dan KUHP) adalah bertujuan untuk mengetahui criteria-kriteria 
seseorang itu dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum 
Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta untuk mengetahui 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam hokum 
pidana Islam dan hokum pidana Indonesia (KUHP).  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research, yang bersifat 
deskriptif komparatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah normative 
yuridis, yaitu melakukan penganalisaan terhadap suatu aturan atau ketentuan mengenai 
tindak pidana percobaan pencurian berdasarkan norma-norma hokum Islam maupun dari 
segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan teknik pengumpulan datanya 
adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data 
penulis menggunakan metode deduksi dan komparatif. 
Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam hukum 
pidana Islam, seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian 
adalah apabila niatan untuk melakukan pencurian itu sudah dilaksanakan dan jarimah 
tersebut tidak terselesaikan dengan sempurna karena sesuatu di luar taubat dan penyesalan 
diri serta perbuatannya itu telah menimbulkan maksiat yang merugikan hak masyarakat dan 
hak manusia. Sedangkan dalam KUHP bahwa seseorang dikatakan telah melakukan tindak 
pidana percobaan pencurian apabila telah memenuhi semua unsure yang terdapat dalam 
pasal 53 KUHP, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya 
perbuatan itu bukan atas kehendak sendiri. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak 
pidana percobaan pencurian dalam hokum Islam adalah bukan hukuman pokok potong 
tangan melainkan hukuman ta’zir yang mana untuk ketentuan macam hukumannya 
diserahkan kepada hakim untuk berijtihad. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap 
tindak pidana percobaan pencurian dalam KUHP adalah hukuman penjara sementara, 
dengan ketentuan maksimum hukuman pokok pada kejahatan dikurangkan dengan 
sepertiganya, apabila kejahatan itu adalah pencurian biasa pada pasal 362 KUHP maka 
hukumannya untuk percobaan pencurian adalah 3 tahun 4 bulan. Pada percobaan pencurian 
ringan (pasal 364 KUHP) hukumannya maksimal 2 bulan, pada percobaan pencurian berat 
(pasal 363 KUHP) maksimal 4 tahun 7 bulan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A Latar Bclakang Masalah 
Di dalam masyarakat berbagai macam bentuk kebutuhan dan 
kepentingan saling bertemu. Hal ini menyebabkan berkembangnya hukum 
dengan begitu pesatnya. Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Mengetahui 
menentukan hukum yang pasti benar dan adil untuk mewujudkan umatnya 
hidup tentram di dalam dunia ini. Akal manusia dalam menentukan suatu 
hukuman memang mengarah pada kebenaran dan keadilan. Hal ini juga sesuai 
dengan tujuan diciptakannya hukum yaitu untuk menciptakan kedamaian 
dalam masyarakat pada umumnya. Hukum juga mengatur agar kepentingan 
yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan 
diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. I) 
Di sisi lain manusia juga memiliki nafsu yang akan membawa 
manusia kepada sikap keserakahan atau demoralisasi sehingga dengan 
sengaja melakukan tindak pidana yang telah nyata-nyata dilarang dan 
diancam dengan Undang-Undang. Maka untuk mengantisipasi jenis 
keserakahan manusia itu lahirlah aturan yang berfungsi sebagai kendali dan 
kontrol yang menjerakan dan untuk menjamin ketertiban dan ketentraman 
dalam masyarakat, aturan ini disebut dengan kaidah hukum. 
Il Andi Hamzab dan A. Sumangelipu, Pidana Mali di Indonesia Di Masa Lalu Kini dan 
Di Masa Depan, cet. 2, (Jakarta: Gbalia Indonesia, 1985), him. ll 
2 
Ditinjau dari materinya, hukum dibagi atas hukum pcrdata, hukum 
dagang, dan hukum pidana. Dan masing-masing hukum tersebut mempunyai 
a11i dan sifat yang berbeda-beda. Misalnya, hukum pidana berfungsi untuk 
menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum 
perdata, hukum dagang, hukum adat, hukum tata negara ditaati sepenuhnya. 
Sebagai aplikasi dari hukum tersebut maka diciptakan sanksi terhadap semua 
kcjahatan dan pelanggaran hukum. 
Secara umum hukum pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur 
tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 
kepentingan umum, perbuatan ini diancam dengan hukuman yang merupakan 
suatu penderitaan atau penyiksaan. 2) 
Sementara itu dalam Hukum Islam juga terdapat bermacam-macam 
hukum yang mengatur kehidupan sebagai makhluk pemelihara burni 
(Kha/Jfah) dan sebagai harnba Tuhan. Aturan hukurn dalam Islam antara lain 
disebutkan sebagai al-ah.wil asy-syakh$iyyah atau hukum keluarga, al-ah.wil 
al-madaniyyah atau hukum privat, al-ahwil al-jiniyah atau hukurn pidana, 
dan lain-lain. 
Hukum Pidana Islam yang dikenal dengan fiqh jiniyah oleh para 
fuqaha' diartikan sebagai : 
3)~\j _)#-J i JLA.Ji ~ ~ ~\ ~J ~'~\.c.~ (>_?-A~ 
2
> CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tala Hukum Indonesia, cet. 7, (Jakarta : 
Balai Pustaka, 1986), hlm. 257. 
3
> 'Abdul Qadir 'Audah, at-Tasyri'a/-Jinii al-lslimy Muqiranan hi a/-Qanun a/- Wad'!, 
(Beirut : Dar al Kutub, 1963), l: 67. 
3 
bahwa fuqaha' mendefinisikan jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang 
oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya. 
Berkenaan dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah) didasari pada 
perlindungan atas hak-hak asasi manusia (Human Right) yang bersifat primer 
(D_ariiriyah) yang meliputi atas perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, 
keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut dinamakan 
Maqisid-Asy-Syari'ah. 4) 
Hukum Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok 
untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia sehingga hak 
milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan 
demikian Islam tidak menghalalkan seseorang untuk melakukan perampasan 
terhadap hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah 
mengharamkam mencuri, menghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, 
mengurangi timbangan, suap dan sebagainya. Islam menganggap segala 
macam perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan 
sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak milik orang lain berarti · 
memakan barang yang haram. S) 
Hukum Islam dalam memberikan dasar hukuman pada Pihak pelaku 
kejahatan mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk 
suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu, 6) se.hingga 
. 
4
> Asy-Syatibi,al-.Muwifa.qat li Ushiilal-Ah.kim (Beirut: Diir al-Fikr, 1982). II: 17. 
5> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Muhammad Nabhan Husain jilid 9, 
(Bandung : Al-Ma'arit), hlm. 200. 
6
> Abdul Rouf, Al-Qur'an dan llmu Hukum (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 13 7 
4 
Islam memberikan hukwnan berat atas perbuatan mencw·i yaitu hukum 
potong tangan atas jar!mah pencurian, hal ini sesuai dengan fim1an Allah 
yang berbunyi sebagai berikut : 
Ayat ini menerangkan tidak terkecuali bagi laki-lald atau perempuan 
apabila melakukan pencurian, maka harus dipotong tangannya sebagai akibat 
dari perbuatannya jika telah nyata-nyata mencuri dengan adanya saksi at au si 
pelaku sendiri telah mengaku, selain itu ia harus mengembalikan harta yang 
dicurinya, jika barang terse but tidak ada lagi ditangannya. 
Pencurian yang telah memenuhi unsur-unsurnya sudah jelas ketentuan 
hukumnya yaitu /;add hukum potong tangan. Tetapi apabila ada salah satu 
unsumya tidak terpenuhi misalnya barang yang dicurinya itu belum berada 
dalam penguasaan si pencuri, Apakah yang demildan itu juga dapat 
dikategorikan pencurian dan dijatuhi hukuman potong tangan?. 
Menurut aturan Hukum Islam, bahwa untuk jar!mah-jar!mah f;udiid 
dan qi$ii$, jarlmah yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan jar!mah 
yang tidak selesai (percobaan) aturan terse but sesuai dengan qadfs Nabi : 
Teori tentang jar!mah percobaan tidak kita dapati di kalangan 
Fuqaha'. Bahkan istilah "percobaan" dengan tekhnik yurldis tidak dikenal 
7) al-Maidah (5) : 38 
&J al-Baihaqi, a/-Sunan a/-Kubra, (Beirut : Dar as Sad! r, 1354 H), VUI : 327. Hadis ini 
diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar bin Ali Muqaddam dari Mus'ir dari kakeknya Walid bin 
Abdul Rahman dari Nu'man bin Basyir. 
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oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka adalah pemisahan antara 
jarlmah yang selesai dengan jarlmah yang tidak selesai. 9) 
Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori 
tentang jarlmah percobaan, sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak 
adanya perhatian secara khusus terhadap jarlmah percobaan disebabkan oleh 
dua hal yaitu: JO) 
134 
1. Percobaan melakukan jarlmah tidak dikenakan hukuman /;add at au qi~ii~, 
melainkan dengan hukuman ta'zlr, bagaimanapun macam hukumnya 
jarlmah itu para Fuq_aha' lebih banyak memberikan perhatiannya kepada 
jarlmah-jarlmah J;udiid dan qi~ii~ diyiit, karena unsur-unsur dan syarat-
syaratnya tetap dan hukumannya sudah ditentukan jumlahnya dengan 
tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. 
2. Hukuman ta 'zlr dijatuhkan at as setiap perbuatan maksiat yang tidak 
dikenakan hukuman J;add at au kifarat hanya dikenakan at as jarlmah yang 
benar-benar selesai. 
Misalnya, apabila orang telah melobangi dinding rumah kemudian 
dapat di tangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatan itu hanya 
. .. ·-
dianggap maksiat yang bisa dijatuhi hukuman meskipun baru merupakan 
permulaan dari pelaksanaan jarlmah pencurian. II) 
9) Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 
IO) Ibid, him. 134 - 135 
I I) Ibid, him. 138-139 
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Bcrbeda halnya dengan hukum pidana positif bahwa tindak pidana 
Pencmian di dalam sistematika KUHP terdapat dalam buku II, tennasuk 
perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Menurut Mr. Van 
Bemmelcn sebagaimana dikutip oleh J.C.T. Simorangkir, dkk bahwa 
Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, 
ketidakpatutan sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk 
menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana kcpada 
penjahat. 12) Dalam hal ini Pencurian termasuk kejahatan , dikarenakan 
merugikan kepentingan umum. Sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh 
Undang-Undang. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut adalah 
pasal362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : 
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." 
Melihat dari rumusan tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa 
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau 
disebut juga sebagai " delich met fonnele omschrijving': di mana yang 
dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang 
dalam hal ini adalah perbuatan "roengambU" at au" Wegnemen''. B) 
12> J.C.T.Simorangkir, J.T. Prasetyo, Rudy. Erwin, Kamus Hukum, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 1995), h1m. 81-82 
13
> P.A.F. Lamintang dan C.Djisaman Samosir, Delik-delik Khusus, (Bandung : Tarsito, 
1979), him. 78 
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Scdangkan mcngcnai tindak pidana pcrcobaan diatur dalam KUHP 
buku I tcntang Ketentuan Umum dalam pasal 53. Adapun bunyi dari pasal 53 
KUHP terscbut adalah : 
(I) Mcncoba mclakukan kcjahatan dipidana, jika niat untuk itu telah temyata 
dari padanya pcrmulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan 
itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 
(2) Maksimum pidana pokok terhadapkejahatan, dalam hal percobaan dapat 
dikurangi sepertiganya. 
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur 
hidup, dijatuhkan penjara paling la.ma lima belas tahun. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. 
Dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan batas-batas yang 
jelas dan pokok tertentu mengenai arti percobaan itu, kriteria-kriteria 
seseorang itu telah melakukan percobaan juga tidak dijelaskan secara 
implisit , tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar 
percobaan menuju kearah kejahatan itu dapat dihukum.Menurut arti kata 
sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi 
tidak selesai, sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan 
sesuatu, perbuatan tersebut tidak terselesaikan karena sesuatu sebab. 14) 
Perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan terdapat suatu sebab · 
yang menghalanginya, adapun sebab-sebab ini oleh R. Soesilo disimpulkan ke 
dalam empat macam yaitu : 15> 
1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempuma sama sekali ( absoluut 
ondeughdelijk middel). 
14> R. Soesilo, ·Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-
komentamya Lengkap Pasal demi Pasal(Bogor : Potiteia, 1988), him. 69. 
15
> Ibid, him. 71 
8 
2. Alatnya yang dipakai me!akukan kurang sempurna (Relaticf 
ondeughdelijkmiddel). 
3. Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali (Absoluut oiJdeughdcHfk 
object). 
4. Obyek yang dituju kurang sempurna (Re!atiefondeughdelijk object). 
Menurut pasal 53 percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum 
dengan syarat-syarat sebagai berikut : 16> 
1. Niat sudah ada untuk berbuat kejabatan. 
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu. 
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang 
oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan 
penjahat itu sendiri. 
Dalam Hukum Pidana Islampun mengenai tindak pidana percobaan 
juga tidak dijelaskan secara implisit, seperti yang telah dikemukakan di atas, 
bahwa yang ada dalam Hukum Islam hanya permasalahan pemisahan antara 
jaiimah yang selesai dan jarimah yang belum selesai. Dengan demikian 
apakah masalah percobaan juga masuk dalam wilayah hukum yang ada 
kaitannya dengan jaiimah yang tidah selesai. Inilah masalah yang menarik 
untuk diangkat kepermukaan. 
Seperti yang telah diuraikan di atas, maka penyusun akan 
mengkomparasikan kedua elemen hukum pidana tersebut, yaitu antara 
Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tentang 
16) Ibid hlm. 69 
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Tindak Pidana Percobaan Pencurian dari segi pengertian dan dasar, unsur-
unsur dan hukumannya. 
B. Pokok Masalah 
Bertitik tolak dari Jatar belakang masalah di atas, maka pokok 
permasalahan yang akan dikaji, diangkat dan dianalisa adalah : 
1. Bagaimana K.riteria-Kriteria seseorang itu dikatakan telah melakukan 
Tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan 
Hukurn Pirlana Tnrlonesia (KTJlfP)? 
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pi.dana Percohaan 
Pencurian dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia 
(KUHP)? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
a. Untuk mengetahui Kriteria-kriteria seseorang itu Dikatakan telah 
melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum Pidana 
Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP). 
b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 
percoba3:n pencurian dalam Hukum Pidana Istam dan. Hukum Pidana 
Indonesia (KUHP). 
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2. Kcgunaan 
Adaplm kegunaan penelitian ini adalah : sebagai sumbangan 
pemikiran dalam mempcrkaya referensi khazanah keilmuwan Islam, 
tcrutama di bidang hukum pidana. 
D. Telaah Pustaka 
Dalam 1-Iukum Pidana Islam istilah kejahatan dikenal dengan nama 
jarlmah yang ditafsirkan menurut 'Abdul Qadir 'Audah sebagai suatu 
larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum !;.add/ 
fa 'zlr. 17) Perbuatan yang dilarang tersebut ada kalanya berupa mengerjakan 
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 
Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau 
tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian ketidakpatutan di dalam 
masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. 18) 
Permasalahan tindak pidana percohaan dalam Hukum Islam sejauh ini 
belum ada kitab fiqh yang secara khusus membahasnya. Sebab para Fuqaha' 
lebih menaruh perhatian pada tindak pidana ]Judiid dan Qi$ii$ diyiit., karena 
unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan 
hukumannya juga sudah ditetapkan jurnlahnya dengan tidak boleh dikurangi 
atau ditambah. 19) 
17) 'Abdul Qadir 'Audah, At-TasyrF al-Jina' i al-Is/am, jilid I, (Kairo : Maktabah Dar al-
Kutub, 1965), hlm. 66. 
18) Sudjono, P. Simanjuntak.B, Doktrin-doktrin Kriminologi, (Bandung: Alumni, 1987), 
hlm. 41 
19J Ahmad Hanafi, Asa.Nsa.~ ... ,hlm. 118-119 
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Namun begitu ada kitab-kitab atau buku-buku yang membahas 
tentang tindak pidana percobaan, diantaranya Asas-asas Hukun Pidana Islam 
karya Ahmad Hanafi, Menggagas Hukum Pidana L't/am karya Topo Santoso, 
Jinayat ( Hukmn Pidana L't/am) kary.a Marsum. 
Selain dari b.uku-buku yang telah disebutkan di atas penyusun juga 
menggunakan referensi dari kitab-kitab diantaranya At-Tasyrl' ai-Jini'i ai-
Isliim karya Abdul Qodir Audah, Sunan Al-Kubri karya ai-Baihaqi, ai-
Uqiibah fi ai-Fiqh ai-Islim karya Ahmad Fathi Bahinsi, Fiqh as-Sunnah 
karya Sayyid Sabiq, Juga ditambah dengan kitab-kitab lainnya yang ada 
hubungannya. dengan permasalahan terse but 
Sementara itu tindak pidana percobaan kejahatan telah diatur dengan 
tegas dalam hukum pidana positif atau KUHP yang terdapat dalam pasal 53. 
Sedangkan buku-buku lain sebagai rujukan dari hukum pidana Indonesia 
selain KUHP adalah Hukmn Pidana, Delik-delik percobaan karya Moeljatno, 
Asas-asas Hukmn Pidana karya Mas'ad Ma'sum, Asas-asas Hukum Pidana 
karya Moeljatno, Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana · 
Kodifikasi) karya Aruan Sukidjo dan Bambang Poemomo Serta buku-buku 
penunjang lain sebagai bahan atau data pendukung demi terlaksananya 
penelitian sekaligus penulisannya. 
Dari bahan-bahan dan data-data yang telah disebutkan di atas, 
penyusun mencoba untuk melacak bagaimanakah Hukum · Pidana Islam dan 
KUHP dalam memandang tindak pidana percobaan pencurian sehingga akan 
diketahui secara jelas persamaan dan perbedaan antara keduanya. 
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Dalam skripsi Fakultas Syari'ah pcmah diangkat penelitian tentang 
tindak pidana percobaan, yaitu skripsi saudara M. Ulinnuha yang berjudul 
Percobaan Pembunuhan sebagai Pengha/ang Kewarisan (Studi Ana/isis Pasa/ 
173 huruf A KHI). 20) Namun Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 
ini, karena penelitian saudara M. Ulinnuha tersebut tidak mengungkap secara 
khusus mengenai Perbandingan Hukum pidana positif dengan Hukum Pidana 
Islam tentang tidak pidana pcrcobaan, tetapi hanya memfokuskan masalah 
percobaan pembunuhan sebagai penghalang menerima harta warisan. 
Sehingga dalam penelitian ini penyusun akan memfokuskan masalah Tindak 
pidana percobaan ditinjau dari hukum pidana positif dengan Hukum Pidana 
Islam. 
E. Kerangka Teoretik 
Tujuan pensyariatan Hukum Pidana Islam, dalam hal ini 
pemidanaannya, tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariatan Hukum 
Islam, yaitu mewujudkan dan memelihara kema~lal}atan umat manusia, demi 
kebahagiaan dunia dan ahlrat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh 
yang ada dalam kitab af-Muwiifaqiit karya Imam asy-Syatibi yaitu : 21) 
~~~ ~~ ~ -'~ f~\tl 
20> M. Ulinnuha, "Percobaan Penbunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan (St udi Analisis 
Pasal 173 Huruf A KHI "(Yogyakarta : Skipsi Fakultas Syari' ah jurusan Peradilan Agama lAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999) 
21> a1-Syatibi, Al-Muwifaqat ... ,II : 102 
13 
Pada dasarnya, Hukum Pidana Islam mcnctapkan suatu hukuman 
dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu 
sendiri. Dari perspektif inilah kemudian lahir berbagai teori tujuan hukuman, 
yaitu : pertama, tcori mutlak (retribus1), yang mengajarkan bahwa scorang 
pelaku tindak pidana harus dijawab dengan sebuah hukuman, kedua, teori 
relatif (prefentifj melihat hukuman sebagai bentuk pencegahan dan ketiga, 
teori gabungan, melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus 
scbagai bentuk pencegahan.22> 
Demikian juga halnya dalam Hukum Pidana Islam, terdapat dua buah 
teori yang lazim disebut dengan jawiibir dan zawiijir. 23) Teori zawiijir 
maksudnya pemidanan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku jaiimah agar 
tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan jawiibir adalah pemidanaan 
tersebut dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. 
Pendirian syariat Islam mengenai tindak pidana percobaan ini lebih 
mencakup, sebab jaiimah yang bel urn selesai disebut maksiat yang dapat 
dijatuhi hukuman tanpa pengecualian 
Tiap-tiap tindak pidana mengalami fase-fase tertentu sampai selesai. 
Pembagian fase ini penting karena hanya pada salah satu fase saja pelakunya 
dapat dituntut dari segi pidana. Adapun fase-fase itu adalah: 24) 
a. Fase pemikiran dan perencanaan 
22) lihat C:S.T. Kansil, Pengantar Ilmu ... . hlm. 259-261. 
23l Ahmad Fathi Bahansi, AI-Uqubah fi a/ fiqh a/- Islam, (Kairo : Maktabat Dar AI 
'Urubah, 1961), hlm. 9. 
24) Ahmad Hanafi, Asas-asas ... ,him. 137-139. 
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b. Fasc pcrsiapan. 
c. Fase pelaksanaan 
Ukuran perbuatan dalam percobaan yang dapat dipidana ialah apabila 
perbuatan tcrsebut berupa maksiat. Hal ini terdapat l}adis nabi yang 
menjelaskan bahwa orang yang mencapai hukuman .(Iaddbukan pada jarlmah 
.(Iudiid(lengkap) maka dia termasuk orang yang menyeleweng 
Dalam hal ini ada dua aliran yaitu aliran obyektif dan aliran 
subyektif. Aliran obyektif hanya melihat pada perbuatan yang telah 
dikerjakan, sedangkan aliran subyektifhanya rnelihat niat si Pelaku.26) 
Sedangkan tujuan pernidanaan dalam hukurn positif adalah variasi 
dari bentuk-bentuk penjeraan, baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum 
itu sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, 
perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan jahat, dan perbaikan 
(refonnen) kepada masyarakat. 27) 
Dalam hukurn positif yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau 
delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancarn dengan pidana oleh 
25l AI-Baihaqi, Sunan Al-Kubra.. .. ,VIII : 327. 
26
l Ahmad Hanafi, Asas-asas ... ,hlm. 140-141 
27) Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, dari Retribusi ke 
Reformasi, cet. 1, (Jakarta: PradnyaParamita, 1986). hlm. 16. 
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Undang-Undang atau aturan perundang-undangan. 28) Dalam hukum positif 
delik (tindak pidana) harus mengandung em pat unsur yait u : 29) 
a. Diancam dengan pidana oleh Undang-Undang 
b. Bertentangan dengan hukum 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah 
d. Orang itu dianggap bertanggung jawab at as perbuatannya 
Unsur-unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian Straf baar 
Feit yang dirumuskan oleh Simons dan dikutip oleh Kanter dan Sianturi 
(bahwa Straf baar kit tersebut adalah suatu kelakuan yang diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab ). 30) 
Yang dimaksud dengan unsur dilakukan orang yang bersalah adalah 
orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum.Unsur kesalahan 
ini adalah sangat penting karena dalam hukum positif tertera bahwa untuk 
menentukan dapat dipidana atau tidaknya seseorang itu menganut azas ''tiada 
pidana tanpa kesalahan"maksudnya adalah kalau kesalahan itu tidak terdapat · 
pada seseorang, maka meskipun dia telah terbukti melakukan pidana ia tidak 
dijatuhi hukuman. 31 ) Sehingga unsur-unsur kesalahan itu terbagi menjadi tiga 
yaitu: 
28> Mas' ad Ma'sum .Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta : Al-~auzani, 1989), hlm. 26 
29> E.X . . Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya (Jakarta : Alumni AHN PTHM, 1982), hlm. 205 
30
> Ibid 
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> Mas'ad Ma'sum, Asas-asas ... ,him. 36 
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1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dcngan pidana. 
2. Adanya unsur kemampuan bertanggung jawab. 
3. Tidak adanya unsur pemaaf 32) 
Sedangkan kesalahan terse but terdapat dua corak yait u adanya 
kcscngajaan dan kealpaan. Sedangkan corak dari kesengajaan ini adalah : 33) 
1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan 
Artinya terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang terlarang 
karena mempunyai maksud untuk mencapai suatu tujuan. 
2. Kesengajaan sebagai kaharusan 
Artinya apa yang denagan sengaja dilakukanoleh terdakwa itu bukanlah 
yang jadi tujuannya, semata-mata karena keharusan untuk mencapai 
tujuan. 
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan 
Artinya apa yang terjadi hanyalah merupakan kemungkinan saja, bukan 
karena terpaksa harus dilakukan 
Sedangkan kealpaan adalah karena kurang hati-hati atau 
keteledorannya sehingga me.lakukan perbuatan yang dilarang. Unsur dari 
kealpaan adalah :34) 
1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh 
hukum. 
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. 
32
> Moeljatno, Asas-asas .. . ,him. 199 
33
l Mas' ad Ma'surn, Asas-Asas ... ,hlm. 39-41 
34
> Moeljatno, Asas-asas ... , hlm. 201 
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Schingga dengan adanya keempat unsur tindak pidana tersebut , maka 
suatu perbuatan dapat dikategorikan delik apabila perbuatan tersebut telah 
mcmenuhi unsur-unsur seperti di atas. 
Unsur-unsur di atas dapat di golongkan kedalam unsur yang umum 
artinya unsur yang harus ada dalam semua rumusan delik. Disamping itu 
terdapat unsur-unsur di dalam perbuatan delik yang khusus. Dalam hal tindak 
pidana percobaan ini terdapat unsur-unsur yang tertera dalam pasal 53 KUHP 
yang berisi syarat-syarat bagi percobaan itu dapat dihukum atau dipidana 
yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, perbuatan itu tidak selesai 
bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. 
F. Metode Penelitian 
Metode yang akan kami gunakan di dalam upaya mencari, 
menjelaskan, dan menyampaikan obyek penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
Dalam pembahasan dan penyajian penelitian ini, jenis penelitian 
yang akan penyusun pergunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library 
Research). Yaitu Penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk 
menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku 
at au kitab-kitab yang relevan dengan kajian ini. 
2. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, · yaitu dengan 
menguraikan dan menggambarkan data-data yang berkaitan dengan 
Tindak Pidana Percobaan pencurian menurut Hukum Pidana Islam dan 
/ 
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hukum pidana Indonesia (KUHP) kemudian dari dari kedua gambaran 
tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan 
sckaligus titik temu dari kedua hal tersebut 
3. Pendckatan 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (Nonnatif 
Yuridis, yaitu melakukan penganalisaan terhadap suatu aturan atau 
ketentuan mengenai tindak pidana percobaan pencurian berdasarkan 
norma-norma hukum Islam maupun dari segi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Teknik Pengumpulan data 
Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang 
menjadi obyek penelitian adalah konsep dari aturan-aturan dan ketentuan-
ketentuan dalam hukum. Maka penyusun menyadarkan pada dua sumber 
data: 
a. Data primer, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai 
rujukan utama dalam membahas ·dan meneliti permasalahan ini, 
seperti KUHP karya R. Soesilo maupun Moeljatno, Hukum Pidana 
Delik-delik percobaan karya Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana 
Islam karya Ahmad Hanafi. 
b. Data sekunder, yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku atau 
kitab lain yang dapat mendukung dalam pembahasan permasalahan 
yang dikemukakan, seperti Asas-asas Hukum Pidana karya Mas'ad 
Ma'sum, Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 
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Kodifikasi) karya Aruan Sukidjo dan Bambang Poemomo, 
a!-Fiqh al-fsliim karya Ah!llad Fathi Bahinsi dan lain-lain. 
5. Analisis Data 
Data yang tclah terkumpul dianalisis dengan mcnggunakan 
metode: 
a. Metode Deduksi, yaitu berpikir yang bertitik tolak pada data-data 
yang sifatnya masih umum kemudian ditarik kesimpulan yang dapat 
digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, 
(dari umum ke khusus). 35) 
b. Metode Komparatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari 
Hukum Pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia (KUHP) tentang 
tindak Pidana percobaan pencurian, kemudian data itu dibandingkan 
sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaan dan persamaan 
akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat. 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan 
skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain dengan membagi 
pembahasan kedalam lima bab, yaitu: 
Bah pertama adalah Pendahuluan yang menguraikan latar belakang 
tentang tindak pidana percobaan pencurian , kemudian menjelaskan pokok 
atau rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
35l Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1987), 
him. 42 
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kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pemhahasan dalam 
skripsi ini. 
Bah kcdua adalah pemhahasan mengenai pandangan H ukum Pi dana 
Islam tentang tindak pidana percohaan pencurian yang meliputi : pengertian 
dan dasar percohaan pencurian, unsur-unsur tidak pidana percohaan 
pencurian, sanksi hagi pelaku tindak pidana percohaan pencurian. 
Bah ketiga adalah pemhahasan mengenai pandangan hukum positif 
(KUHP) tentang tidak pidana percohaan pencurian, yang meliputi : 
pengertian dan dasar hukum tindak pi dana percohaan pencurian , unsur-unsur 
tindak pidana percohaan yang mencakup di dalamnya juga kriteria-kriteria 
seseorang dikatakan melakukan percohaan pencurian, dan hukuman hagi 
pelaku percohaan pencurian. 
Bah keempat adalah analisis terhadap tindak pidana percohaan 
pencurian yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif 
(KUHP) yang meliputi kriteria-kriteria tentang tindak pidana percohaan 
pencurian dan pertanggungjawahan pidana terhadap tindak pidana percohaan 
pencurian. 
Bah kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-
saran. 
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KUHP maka hukumannya untuk percobaan pencurian adalah 3 tahun 4 
bulan. Pada percobaan pencurian ringan (pasal 364 KUHP) hukumannya 
maksimal 2 bulan, pada pcrcobaan pcncurian berat (pasal 363 KUHP) 
maksimal 4 tahun 7 bulan. 
B. Saran-saran 
1. Bagi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan 
datang diharapkan adanya perbaikan khususnya dalam hal delik percobaan, 
karena masih banyak kekurangan. seperti tidak adanya definisi yang 
konkrit tentang percobaan, tidak adanya ketegasan dalam ha·l unsur-unsur 
percobaan terutama dalam permulaan pelaksanaan, karena disini 
bermunculan penafsir-penafsir untuk menentukan batas antara persiapan 
dan pelaksanaan. Seharusnya dalam hal kepidanaan Undang-Undang harus 
secara jelas dalam mengatur tiap-tiap delik, ini dimaksudkan agar hukum 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu melindungi masyarakat dari 
para penjahat. 
2. Di dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hendaknya 
para hakim memperhatikan berbagai aspek dan betul-betul bersikap adil 
sehingga keputusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
3. Penyusun mengakui dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
sehingga· diharapkan adanya kritikan dan dilanjutkan dengan kajian lebih 
lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang sempuma atau setidaknya 
mendekati kesempurnaan serta idealitas penyusunan skripsi ini. 
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LAMPIRAN I 
TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QURAN 
}1.ADIS DAN KUTIP AN ARAB 
TERJEMAHAN I NO I HLM I FN I 
I 4 7 BABI 
I Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri 
potonglah tangan kcduanya (sebagai pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan) dan sebagai siksaan dari Allah dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
2 4 8 Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada 
Jarimah Hudud (lengkap), maka ia terrnasuk orang yang I 
menyeleweng. 
3 12 21 Hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. 
4 14 25 Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada 
Jarimah Hudud (lengkap), maka ia terrnasuk orang yang 
menyeleweng. 
5 22 3 BABII 
Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, 
harta atau lainnya. 
6 22 6 Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman 
had atau ta'zir. 
7 23 10 Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada 
Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang 
menyeleweng 
I 
8 29 
I 
18 Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau I 
yang dicetuskan dalam dirinya, selama ia tidak berbuat dan 
I 
tidak mengeluarkan kata-kata, seseorang hanya dituntut 
karena kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang 
dilakukan. 
9 33 24 Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' 
dan meninggalkan perbuaan-perbuatan yang diwajubkan 
oleh syara' 
10 35 29 Kecuali orang-oamg yang taubat (diantara mereka) sebelum 
kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka 
ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
11 36 31 Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji 
I 
diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, I 
kemudian jika keduanya bertaubat dan mcmperbaiki diri , 
1 I 
maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang. i 
12 36 32 Maka barang siapa bcrtaubat (diantara kamu pcncuri-
pcncuri itu), scsudah mclakukan kcjahatan it u dan 
mcmperbaiki diri , maka sesungguhnya Allah mcncnma 
taubatnya. Scsungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 
13 36 33 Orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka ia seperti orang 
yang tidak mcmpunyai dosa. 
14 41 43 Supaya kamu sekalian beriman kcpada Allah dan Rasulnya, 
menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih 
kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. 
15 45 50 Ada pun perkiraan be rat dan ringannya hukuman ta 'zir 
diserahkan kepada hukum at au badan legislatif untuk 
memilih macamnya hukuman. 
16 46 51 Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pad a 
Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang 
menyeleweng 
17 95 6 BABIV 
Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau 
yang dicetuskan dalam dirinya, selama ia tidak berbuat dan 
tidak mengeluarkan kata-kata, seseorang hanya dituntut 
karen a kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang 
dilakukan. 
18 105 15 Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada 
Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang 
menyeleweng 
19 105 16 Seorang Imam (Hakim) lebih baik salah memaafkan dari 
pada salah menjatuhkan hukuman. 
20 105 - Hindarkanlah sanksi-sanksi had karena adanya subhat. 
II 
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